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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  

 Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) 

disebutkan ”Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.1 sehingga  didalam Negara 

Hukum semua persoalan hidup diatur dalam aturan hukum, dengan demikian 

hukum itu mengikat kepada setiap masyarakat tanpa terkecuali termasuk anak-anak 

yang melakukan tindak pidana. 

Pada hakikatnya anak merupakan amanah dan karunia yang diberikan 

Tuhan yang Maha Esa, untuk dibina dan dijaga, dalam dirinya melekat harkat dan 

martabat sebagai manusia sepenuhnya maka dari itu anak merupakan aset yang 

sangat berharga bagi kehidupan tak hanya bagi orang tua namun juga bagi negara 

karena anak merupakan generasi penerus bangsa.2  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  Tahun  2014 

tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

Mengigat masa anak-anak di mana pertumbuhannya yang masih labil mudah sekali 

terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti perbuatan 

                                                           
 1 Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sandro Jaya, 

Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 3 

 2 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Nuansa, 2006, hlm. 9  



 

 

 

 

pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak yang diakibatkan pengaruh dari 

kemajuan teknologi dan komunikasi dimana pada masa sekarang bukan hanya anak 

yang menjadi korban kejahatan tetapi anak itu sendirilah yang menjadi  pelaku 

tindak pidana.3  

 Fenomena kejahatan anak di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala 

yang sangat mengkhawatirkan, banyaknya peristiwa-peristiwa tawuran pelajar, 

pencurian, pemerkosaan, narkoba, seks bebas, miras, dan perilaku-perilaku 

menyimpang lainnya menunjukkan bukti bahwa Juvenile Deliquency perlu 

mendapat perhatian khusus dari semua kalangan.4  

Grafik 1. Anak Sebagai Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual Tahun 2020-2023 

 

 Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 

tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 

                                                           
3 Gultom M, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm. 

45 
4 Kenneth M Ehrenberg, “Depending the possibility of a Neutral Funktional Theory of 

Law”, Oxford Journal Legal Studies, Vol 9, No 1, Tahun 2013,  hlm. 91 
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tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak 

sebaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Anak.5 

Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak (Juvenile delinquency) dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah, salah 

satunya terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe. Salah satu 

tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana pelecehan seksual yang 

pelakunya masih anak-anak khususnya daerah Kota Lhokseumawe. Berikut 

pelecehan seksual yang pelakunya anak-anak. 

Table  I 

Pelecehan Seksual yang di lakukan oleh Anak-anak 

Tahun 2021-2023 

No Tahun Jenis 

Kejahatan 

Umur Jumlah 

Kasus 

Keterangan 

1 2021 Pelecehan Seksual 14 s/d 

18 

Tahun 

3 2 kasus  SP3, dan 1 

Kasus Pengadilan 

2 2022 Pelecehan Seksual 10 s/d 

15 

Tahun 

2 1 Kasus SP3, dan 1 

Kasus Pengadilan 

3 2023 Pelecehan Seksual 14 s/d 

18 

Tahun 

4 2 Kasus SP3, 1 

Kasus Lidik, 1 

Kasus Pengadilan 

 

Sumber data Polres Lhokseumawe Tahun 2023 

  

Beerdasarkan tabeel diatas jeelas bahwa peeleeceehan seeksueal yang teerjadi dikota 

Lhokseeuemawee teerjadi peeningkatan seehingga peerilakue yang meenyimpang yang 

                                                           
5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 



 

 

 

 

dilakuekan oleeh anak-anak teelah meengganggue keeteertiban uemuem dalam masyarakat, 

teeruetama para orang tuea, seebagaimana dalam kasues peeleeceehan seeksueal yang 

dilakuekan anak dibawah uemuer di Keepolisan Reesor Kota Lhokseeuemawee, keejadian ini 

beermuela pada hari Rabue tanggal 12 April  atas duegaan tindak pidana peeleeceehan 

seeksueal teerhadap AUe (5)  yang di lakuekan oleeh peelakue BH (11) beerjeenis keelamin 

laki-laki. Peeleeceehan seeksueal itue teerjadi di dalam ruemah yang beeralamat Deesa 

Kampueng Jawa Lama, Keecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseeuemawee, Peeleeceehan 

itue beermuela saat korban seedang makan nasi, teersangka meengajak korban kee dalam 

kamar ibuenya (neek lauet) seeteelah itue dia meembaringkan korban di atas kasuer, dan 

meembueka rok yang korban keenakan lalue meelakuekan peeleeceehan seeksueal keepada 

korban, seeteelah beebeerapa waktue lalue teerdeengar sueara keetuekan pintue, dia 

meengheentikan peerbueatannya dan keemuedian meemakaikan rok korban keembali, 

seeteelah itue dia meemakai handueknya dan keeluear meembueka pintue, korban juega keeluear 

meengikuetinya dan dueduek di deekat kipas angin, saat pintue di bueka teernyata yang 

meengeetuek adalah ayah korban.6 

Proses penyidikan dilakukan oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres 

Lhokseumawe karena pihak orang tua korban sangat tidak menerima perbuatan 

pelaku dan menginginkan pelaku di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Pada prinsipnya seetiap adanya tindak pidana maka pihak keepolisian yang 

dibeerikan keeweenangan oleeh Uendang-Uendang Nomor 8 Tahuen 1981 Teentang 

                                                           
       6Tengku  Hernawan, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Wawancara, 

Tanggal. 20 juni   2023. 



 

 

 

 

Huekuem Acara Pidana uentuek seegeera meelakuekan peenyeelidikan, peenyidikan bahkan 

peenangkapan, peenggeeleedahan bahkan peenahanan teerhadap peelakue seeteelah 

diteemuekan buekti-buekti yang cuekuep. Seekalipuen peelakuenya adalah seeorang anak 

dibawah uemuer teetapi prosees peeneegakan huekuem harues dilaksanakan. 

Uendang-Uendang Nomor 11 Tahuen 2012 teentang Sisteem Peeradilan Pidana 

Anak yang meenguetamakan peendeekatan keeadilan reestoratif teerhadap anak yang 

beerhadapan deengan huekuem dalam hal ini seebagai peelakue tindak pidana. Maka dari 

itue, peerlue adanya konseep peelaksanaan prosees peenyidikan yang tidak konveensional 

dan seesueai deengan huekuem acara sisteem peeradilan anak bagi peenyidik keepolisian 

dalam meenangani peerkara yang mana peelakue tindak pidana peeleeceehan seeksueal 

adalah anak. Seebeenarnya anak meemiliki hak uentuek meendapatkan peerlinduengan 

baik seecara huekuem mauepuen sosial. 

Maka peeneegak huekuem wajib meenguetamakan peendeekatan Keeadilan 

Reestoratif (reestorativee Juesticee) dan Diveersi (peengalihan kasues), bahkan Diskreesi 

(peengheentian kasues). Peeneerapan diveersi dan reestorativee juesticee suedah seeharuesnya 

leebih di uetamakan bagi anak peelakue tindak pidana seekalipuen meereeka meelakuekan 

keejahatan seeksueal dan buekan meeneekankan pada peembeerian huekuem pidana. 

Tindakan diveersi dapat dilakuekan oleeh pihak keepolisian, keejaksaan, pihak 

peengadilan mauepuen peembina leembaga masyarakat. Peeneerapan diveersi di seemuea 

tingkatan ini diharapkan meenguerangi eefeek neegatif keeteerlibatan anak dalam prosees 

peeradilan teerseebuet. Hal ini dilaksanakan deengan harapan anak peelakue tindak pidana 

keejahatan seeksueal dapat meempeerbaiki diri dan seelanjuetnya dibina oleeh pihak yang 



 

 

 

 

beerweenang agar keedeepannya anak teerseebuet bisa meenjadi leebih baik.  

Tindak peeleeceehan seeksueal oleeh anak yang teerjadi meeruepakan sueatue 

masalah, yang meemeerluekan peerhatian khuesues peemeerintah kareena hal ini beerkaitan 

deengan moralitas geeneerasi bangsa. Dalam hal ini peengadilan yang meeruepakan 

instansi ataue leembaga yang meenangani masalah huekuem peerlue meembeeri peerhatian 

pada kasues yang beerkaitan deengan anak-anak teeruetama pada kasues keejahatan  

seeksueal. Uentuek itue peengadilan peerlue meembeerikan sanksi pada anak-anak yang 

meelakuekan tindak pidana teeruetama peelakue peeleeceehan seeksueal.7 

 Peeneegakan huekuem yang beernuerani dan beermoral sangat peenting uentuek 

meengatuer keeseeimbangan anatara hak dan keewajiban dalam sueatue masyrakat, yang 

mana peeneegakan huekuem teerseebuet dilaksanakan oleeh peelaksana huekuem. Peelaksanaan 

huekuem dalam keehiduepan masyarakat meempuenyai arti peenting kareena yang meenjadi 

tuejuean huekuem teerleetak pada peelaksanaan huekuem teerseebuet. Keeteertiban dan 

keeteentaraman hanya dapat di wuejueduekan dalam keenyataan kalaue huekuem di 

laksanakan. Jika tidak di laksanakan peeratueran huekuem hanya beeruepa suesuenan kata 

yang tidak meempuenyai makna dalam keehiduepan masyarakat yang teentue akan mati 

deengan seendirinya.8 

 Beerdasarkan dari uelasan kasues dan peermasalahan di atas yang paparkan 

peenuelis teertarik uentuek meenyuesuen seebueah proposal peeneelitian deengan jueduel: 

Peenaganan Peerkara Teerhadap Anak Peelakue Peeleeceehan Seeksueal Teerhadap Anak 

                                                           
       7Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, Bandung, Citra Adiya Bhakti, 1997,  hlm. 3 

 8 Yusrizal, Kapita Selekta Hukum Pidana & Kriminologi, Jakarta, P.T.Sofmedia, 2012, 

hlm.138 



 

 

 

 

(Stuedi Peeneelitian Keepolisian Reesor Kota Lhokseeuemawee). 

B. Rumusan Masalah 

 

         Beerdasarkan latar beelakang di atas maka ruemuesan masalah dalam peeneelitian   

ini adalah seebagai beerikuet : 

1. Bagaimanakah penanganan peenyidik teerhadap anak pelaku pelecehan 

seeksueal teerhadap anak  di Keepolisian Reesor Kota Lhokseeuemawee ? 

2. Hambatan apa saja yang dialami peenyidik dalam meenangguelangi tindak 

pidana peeleeceehan seeksueal teerhadap anak peelakue peeleeceehan seeksueal teerhadap 

anak di Keepolisian Reesor Kota Lhokseeuemawee    ? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Seehuebuengan ruemuesan masalah di atas, maka tuejuean dalam peeneelitian ini 

adalah seebagai beerikuet : 

1. Uentuek meengeetahuei bagaimana proseeduer peenyidikan teerhadap anak peelakue 

peeleeceehan seeksueal teerhadap anak. 

2. Uentuek meengeetahuei apa saja keendala yang dialami peenyidik dalam 

meenangguelangi tindak pidana peeleeceehan seeksueal yang dilakuekan oleeh anak  

D. Manfaat Penelitian 

 

 Adapuen manfaat dalam peeneelitian ini adalah seebagai beerikuet : 

a.  Manfaat Teeoritis  

Seecara teerotis manfaat peeneelitian ini mampue seebagai pijakan dan reefeereensi pada  

peeneelitian-peeneelitian seelanjuetnya yang beerhuebuengan deengan Peenanganan Peerkara 

Teerhadap Anak Peelakue Peeleeceehan Seeksueal Teerhadap Anak seerta meenjadi bahan 



 

 

 

 

kajian leebih lanjuet. 

b. Manfaat Praktis 

Peeneelitan ini diharapkan dapat meenambah wawasan dan peengalaman peenuelis seerta 

meembeerikan peemahaman yang leebih meendalam meengeenai Peenanganan Peerkara 

Teerhadap Anak Peelakue Peeleeceehan Seeksueal Teerhadap Anak bagi seemuea kalangan, 

teermasuek kalangan akadeemis dan peeneegakan huekuem uentuek meenambah wawasan di  

bidang ilmue huekuem. 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

 

  Uentuek meempeermuedah dalam meelaksanakan peeneelitian, rueang lingkuep dalam 

peeneelitian ini peerlue dilakuekan agar peembahasan tidak meeleebar dan meenyimpang dari 

pokok bahasan yang teelah di teentuekan seebeeluemnya. Oleeh seebab itue,maka peenuelis 

meembatasi lingkuep peeneelitian ini hanya fokues pada Peenanganan Peerkara Teerhadap 

Anak Peelakue Peeleeceehan Seeksueal Teerhadap Anak di Keepolisian Reesor Kota 

Lhokseeuemawee. 

F. Penelitian Terdahulu  

Peeneelitian teerdahuelue meenjadi salah satue acuean peenuelis uentuek meelakuekan 

peeneelitian seehingga dapat meempeerkaya teeori yang diguenakan dalam meengkaji 

peeneelitian yang dilakuekan, dari hasil peengamatan peenuelis beeluem ada yang 

meembahas seecara khuesues teentang jueduel dalam peeneelitian ini. 

Namuen peenuelis meeneemuekan beebeerapa hasil peeneelitian yang diaggap meemiliki 

suebstansi yang mirip deengan peermasalahan yang diruemueskan teetapi beerbeeda dalam 

meengkajian masalahnya seehingga peenuelis meengangkat beebeerapa peeneelitian teerseebuet 



 

 

 

 

seebagai reefeereensi dalam meempeerkaya bahan kajian ini, diantaranya seebagai beerikuet:  

1. Pertama skripsi dari Zakiatuel Nuepues,9 deengan jueduel 

Peertangguengjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan 

Nomor.71/PID/SUeS/2020/PN/MDN).Dalam tulisannya tentang 

pertanggungjawaban pelaku terhadap korban atas hukum yang di jatuhkan . 

Adapuen peersamaan dalam peeneelitian ini adalah sama-sama meeneeliti teentang 

teentang korban peerkosaan yaitue anak. Peerbeedaannya, Zakiatuel Nuepues di fokueskan 

pada peertangguengjawaban peelakue peerseetuebueh teerhadap anak meelaluei stuedi kasues 

seedangkan peeneelitian ini difokueskan pada peenanganan peerkara peeleeceehan seeksueal 

yang peelakuenya adalah anak di tingkat peenyidikan Polrees Lhokseeuemawee 

2. Kedua skripi dari Wahyuedi Suelaiman,10 deengan jueduel Peerlinduengan Huekuem 

Teerhadap Anak Yang Meenjadi Korban Tindak Pidana Peeleeceehan Seeksueal (Stuedi 

Kasues Di Wilayah Huekuem Polreestabees Makassar Tahuen 2015 s/d 2016). Dalam 

tuelisanya peerlinduengan huekuem teerhadap korban peeleeceehan seeksueal. 

 Adapuen peersamaan dalam peeneelitian ini adalah sama-sama uentuek 

meengeetahuei bagaimana peeneerapan huekuem teerhadap peelakue peeleeceehan seeksueal. 

Peerbeedaannya, Wahyuedi Suelaiman di fokueskan pada bagaimana huekuem meelinduengi 

korban keejahatan peeleeceehan seedangkan peeneelitian ini difokueskan pada bagaimana 

huekuem meenindak peelakue keejahatan peeleeceehan seeksueal.

                                                           
 9Zakiatul Nupus, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak, 

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Aceh, 2022 

 10 Wahyudi Sulaiman, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak 

Pidana Pelecehan  Seksual, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2019 



 

 

 

 

 


